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kepatuhan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan memastikan
penerimaan negara yang cukup serta meningkatkan legitimasi dan
kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, persepsi negatif dapat
menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak. Ada banyak faktor yang
mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang kewajiban pajak,
antara lain faktor sosial, ekonomi, hukum, nilai budaya, pendidikan,
distribusi kekayaan, serta kebijakan dan transparansi hukum pajak.
Semua faktor ini berperan dalam membentuk perilaku dan pandangan
masyarakat terhadap pajak. Penulisan artikel ini menggunakan metode
Systematic Literature Review (SLR), di mana literatur yang relevan
dikumpulkan, dikaji, dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang
KEYWORDS komprehensif. Berdasarkan hasil pepelusuran .Iiteratur., diketahyi bahwa
Public Perception, Tax Compliance, persepsi masya_rakat terhadap kewajiban perp_ayakan di Indonesu_;\ secara
Tax Liability. umum menunjukkgn kece_n_derungan pqsmf, dengan peningkatan
kesadaran dan sentimen positif terhadap pajak. Namun, tantangan besar
yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak, yang
disebabkan oleh kurangnya pemahaman, pelayanan yang kurang optimal,
dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk itu, upaya
pemerintah dalam meningkatkan edukasi perpajakan, memperbaiki
kualitas pelayanan, dan membangun kepercayaan masyarakat sangatlah
penting guna meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan.

ABSTRACT
This article discusses how public perception of tax obligations can affect
the level of tax compliance. Positive perceptions of taxes have the
potential to encourage higher levels of compliance, which in turn will
ensure sufficient state revenues and increase legitimacy and trust in the

This is an open access article under government. Conversely, negative perceptions can lead to low tax

the CC—BY-SA license compliance. There are many factors that influence how the public views
tax obligations, including social, economic, legal, cultural values,

@ @@ education, wealth distribution, and tax law policies and transparency. All

of these factors play a role in shaping public behavior and views on taxes.

This article uses the Systematic Literature Review (SLR) method, where
relevant literature is collected, reviewed, and analyzed to obtain
comprehensive conclusions. Based on the results of the literature search,
it is known that public perception of tax obligations in Indonesia generally
shows a positive tendency, with increasing awareness and positive
sentiment towards taxes. However, the major challenge faced is the low
level of tax compliance, which is caused by a lack of understanding, less
than optimal services, and low trust in the government. Therefore,
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government efforts to improve tax education, improve service quality, and
build public trust are very important in order to improve tax compliance in
the future.

PENDAHULUAN

Kewajiban perpajakan adalah bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern, di mana
setiap warga negara diharapkan untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak kepada negara.
Perpajakan bukan hanya sekadar aturan yang ditetapkan oleh hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip
keadilan sosial dan tanggung jawab bersama dalam suatu negara. Namun, di balik peraturan yang ada,
ada satu hal yang tak kalah penting, yaitu bagaimana masyarakat memandang kewajiban perpajakan
tersebut. Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam
menentukan apakah sistem perpajakan akan berjalan efektif dan adil. Jika masyarakat memiliki
pandangan yang positif terhadap pajak, maka tingkat kepatuhan pajak cenderung tinggi, yang berarti
penerimaan negara dapat terjaga dengan baik, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap
pemerintah. Sebaliknya, pandangan negatif terhadap pajak dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan,
penghindaran pajak, atau bahkan evasi pajak yang dapat merugikan ekonomi negara.

Untuk itu, penting untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat
terhadap kewajiban perpajakan. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan hukum memiliki pengaruh besar
dalam membentuk sikap masyarakat terhadap pajak. Misalnya, nilai budaya, tingkat pendidikan,
ketimpangan distribusi kekayaan, serta kebijakan dan transparansi dalam pelaksanaan perpajakan
menjadi elemen-elemen yang menentukan. Secara keseluruhan, persepsi masyarakat tentang pajak juga
mencerminkan citra dan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

LANDASAN TEORI

Pengenalan Tentang Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu atau badan hukum
untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara mereka. Pajak adalah kontribusi
yang wajib dibayar oleh warga negara kepada negara untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah,
seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan sosial. Setiap orang
atau perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pendapatan tertentu atau memiliki aset,
diwajibkan untuk melapor dan membayar pajak. Kewajiban ini berlaku bagi warga negara dan badan
usaha yang ada di negara tersebut, dan pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan
bersama, baik dalam bentuk pelayanan publik maupun pembangunan. Penting untuk mematuhi
kewajiban perpajakan, karena ketidakpatuhan dapat berakibat pada sanksi hukum, baik berupa denda
maupun tindakan hukum lainnya. Oleh karena itu, memahami aturan perpajakan yang berlaku dan
melakukan pembayaran dengan benar adalah bagian dari kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan ini ditegakkan melalui sistem administrasi perpajakan yang
melibatkan berbagai lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia (Simanjuntak and
Sumarsono, 2018). Kewajiban perpajakan adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu atau
badan hukum untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara. Pajak itu
sendiri bisa berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB),
serta berbagai jenis pajak lainnya yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Penting untuk dipahami bahwa kewajiban perpajakan tidak hanya berhubungan dengan masalah
keuangan, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi sosial dalam mendukung pembangunan negara. Melalui
pajak, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk menyediakan berbagai layanan
publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Kewajiban ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam
konstitusi negara maupun dalam undang-undang perpajakan yang ada. Undang-undang tersebut
mengatur kewajiban setiap warga negara atau badan hukum untuk membayar pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pentingnya Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan

Masyarakat cenderung lebih patuh dalam membayar pajak ketika merasa bahwa sistem
perpajakan tersebut adil dan transparan, serta percaya bahwa dana pajak digunakan dengan baik untuk
kepentingan bersama (Hasanah and Kurniasih, 2020). Pemahaman serta kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya membayar pajak dengan benar serta tepat waktu dapat membantu menciptakan
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lingkungan sosial yang lebih baik. Kesadaran akan kewajiban perpajakan juga dapat menjadi indikator
partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara (Wibowo, 2019). Pandangan masyarakat
terhadap kewajiban perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sejauh mana
sistem perpajakan di suatu negara berjalan dengan baik. Jika masyarakat memiliki pandangan positif
terhadap pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak, yang akhirnya akan berdampak
positif pada penerimaan pajak dan kemajuan pembangunan negara.

Pandangan masyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti seberapa transparan
pengelolaan pajak, apakah sistem perpajakan dirasa adil, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pandangan masyarakat
terhadap kewajiban perpajakan memiliki dampak besar terhadap keberhasilan sistem perpajakan di suatu
negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya kewajiban membayar pajak, serta membangun kepercayaan dan kepatuhan yang
kuat terhadap sistem perpajakan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis Persepsi
Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak Di
Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali data secara mendalam dan memberikan
pemahaman komprehensif mengenai peran perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor sosial seperti budaya, pendidikan, dan pengaruh media memiliki peran yang jelas
dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik
tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan
kepatuhan pajak dan memperkuat sistem perpajakan yang adil.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat
terhadap kewajiban perpajakan. Faktor ini meliputi distribusi kekayaan, keadilan dalam sistem pajak, dan
tingkat kesejahteraan ekonomi, yang semuanya saling berhubungan dan dapat mempengaruhi tingkat
kepatuhan pajak serta cara pandang masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Distribusi Kekayaan

Penyebaran kekayaan yang tidak merata dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi
pandangan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Ketidakadilan dalam pembagian kekayaan dapat
menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem pajak, karena kelompok masyarakat yang kurang mampu
merasa bahwa mereka menanggung beban pajak lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang lebih
kaya (Smith dan Jones, 2020). Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan dapat menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan (Brown, Smith, dan Jones, 2018).

Keadilan Pajak

Keadilan dalam sistem perpajakan merupakan faktor penting dalam membentuk pandangan
masyarakat. Persepsi mengenai keadilan pajak dapat menjadi indikator utama dalam menentukan tingkat
kepatuhan pajak. Jika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan itu adil, mereka cenderung lebih
siap untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Johnson, 2019). Sebaliknya, ketidakjelasan dalam
kebijakan pajak atau adanya perlakuan khusus untuk kelompok tertentu bisa merusak pandangan
masyarakat tentang keadilan pajak (Lee, Brown, dan Garcia, 2021).

Kesejahteraan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap
kewajiban membayar pajak. Di negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, kepatuhan terhadap
pajak cenderung lebih tinggi karena masyarakat merasakan manfaat dari pengeluaran pemerintah yang
didanai oleh pajak.Secara keseluruhan, faktor ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap cara pandang
masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Faktor-faktor seperti distribusi kekayaan yang adil, keadilan
dalam sistem perpajakan, dan tingkat kesejahteraan ekonomi sangat penting untuk dipertimbangkan
dalam merancang kebijakan pajak yang efektif dan mendapat dukungan dari masyarakat.
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Faktor Hukum dan Kebijakan

Peran hukum dan kebijakan dalam perpajakan sangat penting dan tidak bisa dianggap sepele.
Faktor-faktor ini memengaruhi bagaimana masyarakat memandang kewajiban pajak mereka. Ada tiga
aspek utama yang perlu dipahami terkait pengaruh hukum dan kebijakan terhadap persepsi masyarakat
mengenai pajak: pertama, transparansi dan akuntabilitas, yaitu sejauh mana informasi terkait pajak
tersedia dan dikelola dengan baik, yang dapat membangun kepercayaan publik. Kedua, efektivitas
penegakan hukum pajak, yang berkaitan dengan sejauh mana aturan pajak diterapkan secara adil dan
tegas, sehingga masyarakat merasa adanya kepastian hukum. Ketiga, kebijakan pemerintah tentang
pajak, yang meliputi langkah-langkah pemerintah dalam merancang kebijakan pajak yang adil dan
berkeadilan, sehingga masyarakat merasa kewajiban pajak mereka diperlakukan dengan baik dan sesuai
dengan kebutuhan negara.

Dampak Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan

Dalam sistem perekonomian suatu negara, pajak memegang peranan yang sangat penting
sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk mendukung
pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program sosial dan ekonomi. Namun,
keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada peraturan dan kebijakan yang ada, tetapi
juga sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi masyarakat
mengenai pajak mencakup sikap, penilaian, dan pandangan umum yang dimiliki oleh individu atau
kelompok terhadap sistem pajak yang diterapkan. Berbagai faktor dapat memengaruhi persepsi ini, mulai
dari aspek sosial dan ekonomi, hingga faktor hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut.
Faktor sosial seperti budaya, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, tingkat pendidikan, dan pengaruh
media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi terhadap pajak. Selain itu, faktor
ekonomi seperti kesenjangan distribusi kekayaan, keadilan dalam sistem perpajakan, serta tingkat
kesejahteraan ekonomi juga mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang kewajiban pajak.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah salah satu indikator penting untuk menilai kesehatan keuangan suatu
negara. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak memiliki peran yang sangat besar dalam
menentukan seberapa banyak negara dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak. Jika tingkat
kepatuhan pajak tinggi, negara akan mampu mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai
berbagai program dan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta
pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak dan kontribusi pajak terhadap
pendapatan negara saling berhubungan dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan sistem
perpajakan suatu negara. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang
memengaruhi kedua aspek ini, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan
berkelanjutan. Hal ini akan membantu meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan
ekonomi yang lebih inklusif.

Efisiensi Administrasi Pajak

Administrasi pajak yang efisien adalah salah satu faktor kunci dalam menjamin keberhasilan
sistem perpajakan suatu negara. Efisiensi ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan biaya
administrasi yang efektif, tetapi juga dengan kemudahan dalam penegakan hukum pajak. Kedua hal
tersebut berdampak langsung pada tingkat kepatuhan pajak, penerimaan negara, dan keadilan dalam
pembagian beban pajak.

Biaya Administrasi

Biaya administrasi pajak mencakup seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk
mengelola dan menegakkan sistem perpajakan. Ini termasuk biaya yang terkait dengan pengumpulan,
pengolahan, pemantauan, dan penegakan hukum pajak. Semakin tinggi biaya administrasi, semakin
besar beban fiskal yang ditanggung pemerintah, dan semakin rendah efisiensi dalam pengelolaan pajak.
Penting untuk memanfaatkan teknologi informasi dan sistem otomatisasi guna mengurangi biaya
administrasi pajak.

Kemudahan dalam Penegakan Hukum

Kemudahan dalam penegakan hukum pajak merujuk pada kemampuan pemerintah untuk
menegakkan aturan perpajakan dengan cara yang efisien dan efektif. Hal ini meliputi identifikasi,
penindakan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar pajak. Kerja sama antara lembaga perpajakan
dan instansi penegak hukum sangat penting untuk meningkatkan kemudahan dalam penegakan hukum
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pajak. Secara keseluruhan, efisiensi administrasi pajak bukan hanya soal teknis, tetapi juga hasil dari
kebijakan yang bijaksana dan penegakan hukum yang efektif. Dengan mengurangi biaya administrasi
dan mempermudah proses penegakan hukum pajak, pemerintah dapat meningkatkan kinerja sistem
perpajakan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kecenderungan Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan

Persepsi masyarakat Indonesia terhadap kewajiban perpajakan memang cukup beragam dan bisa
dibilang cukup kompleks. Meskipun sudah ada peningkatan kesadaran dan rasa positif tentang
pentingnya pajak, tapi pada kenyataannya, tingkat kepatuhan masih tergolong rendah. Ada beberapa
faktor yang mempengaruhi hal ini. Pertama, meskipun banyak yang sudah paham bahwa pajak itu
penting untuk pembangunan negara, masih ada rasa ketidakpercayaan terhadap bagaimana pemerintah
mengelola uang pajak.

Banyak orang merasa tidak melihat hasil yang langsung dari pajak yang mereka bayar, seperti
pelayanan publik yang kurang memadai atau infrastruktur yang belum merata. Kedua, masih ada
pandangan bahwa pajak itu beban tambahan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang-orang
yang sudah kesulitan secara ekonomi, pajak sering dianggap sebagai pengeluaran yang memberatkan.

Di sisi lain, ada juga yang merasa bahwa mereka sudah membayar pajak, tapi pemerintah tidak
transparan dalam penggunaan dana tersebut. Ketiga, kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang
kewajiban perpajakan juga berperan. Banyak orang yang masih belum tahu betul tentang bagaimana
pajak itu bekerja dan apa dampaknya bagi negara dan masyarakat. Meskipun masyarakat Indonesia
cenderung memiliki pandangan positif terhadap pajak, kenyataannya tingkat kepatuhan mereka dalam
membayar pajak masih rendah.

Hal ini dapat dijelaskan dengan fenomena bias negativitas, di mana aspek negatif tentang pajak
lebih mudah mempengaruhi pikiran dan respons masyarakat, meskipun mereka memiliki pandangan
positif secara umum. Untuk meningkatkan kesadaran pajak, pemerintah Indonesia, melalui Direktorat
Jenderal Pajak (DJP), telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk penggunaan media sosial dan game
edukasi perpajakan.

Langkah ini ditujukan untuk menarik perhatian generasi muda dan memberikan informasi tentang
pajak dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Selain itu, DJP juga menggunakan media sosial
untuk menyebarkan informasi seputar perpajakan serta berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu,
penting bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan transparansi dalam
proses perpajakan, agar masyarakat memiliki persepsi yang lebih positif dan lebih patuh dalam
membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia menunjukkan
tren yang semakin positif, dengan kesadaran yang meningkat. Namun, masih ada tantangan besar yang
harus dihadapi, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti kurangnya pemahaman tentang pajak, layanan perpajakan yang belum optimal, dan rendahnya
tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Untuk itu, upaya berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan, seperti meningkatkan edukasi
perpajakan, memperbaiki layanan, dan membangun kepercayaan masyarakat agar kepatuhan pajak
dapat meningkat di masa depan. Meningkatkan persepsi masyarakat tentang kewajiban pajak di
Indonesia merupakan hal yang cukup kompleks dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.
Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam hal ini antara lain kurangnya pemahaman dan edukasi
pajak yang menyeluruh, ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak (misalnya, terkait dengan skandal
korupsi yang melibatkan aparat perpajakan), sistem perpajakan yang dianggap rumit dan menyulitkan,
penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya sosialisasi yang merata dan efektif. Untuk mengatasi
tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah, otoritas pajak, dan
masyarakat.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah memperbaiki edukasi dan sosialisasi pajak,
meningkatkan kualitas layanan perpajakan, menegakkan hukum dengan lebih tegas, serta membangun
kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat
tercipta lingkungan yang mendukung peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia.
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